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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahsan diatas makan dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kedudukan Mahkamah Pelayaran tidak berada dalam lingkup lembaga 

peradilan sebagaimana amandemen ke-tiga Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa 

kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah 

Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, karena 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran, 

keberadaan Mahkamah Pelayaran di bawah Kementerian Perhubungan. 

Oleh karena itu keberadaan Mahkaman Pelayaran hanya sebuah lembaga 

kode etik di bidang pelayaran dan bukan sebuah lembaga peradilan. 

2. Penyelesaian hukum dalam pemeriksaan atas kecelakaan kapal dilakukan 

melalui dua tahapan yaitu: 

1) Pemeriksaan Pendahuluan, yang terbagi atas Laporan Kecelakaan 

Kapal, dan Penyelesaian dan Penyerahan Berkas. 

2) Pemeriksaan Lanjutan, terbagi atas Penetapan Tim Panel Ahli, 

Penelitian Berkas Perkara dan Pemanggilan, dan Sidang Tim Panel Ahli 

serta diakhir dengan Putusan Mahkamah Pelayaran yang bersifat final 

dan tidak ada upaya hukum lainnya. 
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B. Saran 

 

Dari kesimpulan diatas, maka dapat penulis sarankan sebagai 

berikut: 

1. Pemerintah bersama DPR hendaknya membuat Undang-Undang tentang 

peradilan pelayaran yang masuk dalam lingkup kekuasaan kehakiman 

sehingga Organisasi, administrasi dan keuangan Mahkamah Pelayarah 

hendaknya dibawah Mahkamah Agung untuk mewujudkan indenpendensi 

peradilan . 

2. Dalam penyelesaian hukum pemeriksaan atas kecelakaan kapal hendaknya 

ada upaya hukum sama dengan peradilan lainnya, sehingga dapat memenuhi 

rasa keadilan bagi pencari keadilan khususnya yang terduga dengan 

kecelakaan kapal. 
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